PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SALATIGA
DENGAN
PT. PANORAMA INDAH PERMAI
(MANAJEMEN PENGELOLA SALOKA THEME PARK)

NOMOR 054 /HRD-GA/PIP/XII /2018
NOMOR 44¢ /oon 74021 /) /2019

TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN

Pada hari ini Rabu tanggal dua bulan Januari tahun Dua ribu sembilan belas
(02-01-2019), yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

I.

II.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) SALATIGA, berkedudukan di Jalan

samaliki No.19, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota
Salatiga, 50721 , dalam Perjanjian ini diwakili oleh dr. SRI PAMUJI EKO
SUDARKO, M.Kes sclaku direktur RSUD tersebut, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK PERTAMA;

PT. PANORAMA INDAH PERMAI, manajemen pengelola obyek taman wisata
buatan dan agrowisata SALOKA THEME PARK, berkedudukan di Jalan
Fatmawati No. 154, Desa Lopait, Kecamatan Tuntang, Kabupaten
Semarang, dalam Perjanjian ini diwakili oleh Tn. DAVID SANTOSO
PRASETYO seclaku Direktur Utama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA;

(PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK)
Sebelumnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut,

a.

o

PIHAK PERTAMA adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga
penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan termasuk penanganan
layanan kesehatan kecelakaan wisata maupun kecelakaan kerja kepada
pasien (wisatawan maupun karyawan) PIHAK KEDUA;

PIHAK KEDUA adalah perusahaan penyelenggara fasilitas rekreasi obyek
taman wisata buatan dan agrowisata, yang membutuhkan pelayanan
kesehatan untuk para wisatawan maupun karyawannya dari PIHAK
PERTAMA;

PASIEN PIHAK KEDUA adalah wisatawan pengunjung maupun
karyawan/karyawati PIHAK KEDUA yang sah terdaftar pada data base
maupun data komputer manajemen PIHAK KEDUA, yang dibuktikan
dengan tiket tanda masuk dan ID Card karyawan /karyawati.

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama bidang
pelayanan kesehatan dengan syarat maupun klausul sebagai berikut:
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BABI
DASAR HUKUM

Pasal 1

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 27 Tahun 2012 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum

Daerah;

7 Peraturan Walikota Salatiga Nomor 56 tahun 2016 tentang pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata kerja Unit
pelaksana teknis Rumah sakit Umum Daerah Pada dinas kesehatan;

8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tarif
Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah-Rumah Sakit Umum
Daerah;

9. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan
Internal Rumah Sakit Umum Daerah (Hospital by Laws);

10. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 060 /356/2008 tentang Badan
Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga sebagai Badan
Layanan Umum Daerah;

ok L

BAB II
RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 2
Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama meliputi pelayanan kesehatan
perawatan IGD, rawat jalan, rawat inap, serta tindakan lain yang diperlukan
oleh Pasien PIHAK KEDUA menurut ukuran standar pelayanan medis
sebagaimana mestinya.

BAB III
MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

PASIEN PIHAK KEDUA yang akan meminta pelayanan kesehatan dari PIHAK

PERTAMA wajib menunjukan/membawa:

a. ldentitas baik berupa ID Card Karyawan maupun Surat Keterangan
wisatawan/pengunjung obyek wisata serta membawa surat jaminan dan
surat pengantar yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, yaitu
direktur dan/atau manager di lingkungan PIHAK KEDUA.

b. Surat Pengantar yang didalamnya tercantum identitas penderita, hak dan
kelas perawatan/batasan fasilitas pelayanan kesehatan terhadap yang

bersangkutan, apabila PASIEN PIHAK KEDUA memerlukan perawatan
kesehatan dari PIHAK PERTAMA.
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c. Apabila PASIEN PIHAK KEDUA mengalami kecelakaan pada hari libur
nasional maupun tanggal merah resmi, yang mana menyebabkan PASIEN
PIHAK KEDUA tidak mendapatkan surat jaminan dan surat pengantar dari
pejabat PIHAK KEDUA, maka persyaratan tersebut dapat disusulkan
selambat-lambatnya 2 x 24 jam kerja berikutnya.

d. Untuk pelayanan rawat jalan, PASIEN PIHAK KEDUA berhak mendapatkan
pelayanan dari dokter umum maupun dokter spesialis.

€. Kelas perawatan yang akan diberikan kepada PASIEN PIHAK KEDUA
adalah sesuai dengan kelas yang tercantum dalam Surat Pengantar dan
Surat Jaminan yang diterbitkan oleh Pejabat PIHAK KEDUA.

f. Apabila kelas perawatan yang diminta oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan
Surat Pengantar dan Surat Jaminan ternyata penuh, maka PIHAK
PERTAMA berhak untuk menempatkan sementara PASIEN PIHAK KEDUA
pada satu kelas yang lebih tinggi dari permintaannya, dalam tenggang
waktu maksimal 2 x 24 jam, sedangkan selisih biaya naik kelas tersebut
sesuai dengan tarif yang berlaku di PIHAK PERTAMA yang akan
ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4
(1) Hak PIHAK PERTAMA:
a. mendapatkan informasi data identitas calon PASIEN PIHAK KEDUA
dalam rangka pemberian layanan kesehatannya;
b. pembayaran biaya layanan pengobatan yang telah diberikan kepada
PASIEN PIHAK KEDUA sesuai mekanisme pembayaran sesuai
ketentuan yang berlaku.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:
a. memberikan daftar tarif layanan kesehatan terbaru kepada PIHAK
KEDUA, yang berlaku minimal satu tahun kalender kerja PARA PIHAK;
b. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh
PIHAK KEDUA, meliputi :
Ruang instalasi gawat darurat.
Ruang pemeriksaan rawat jalan.
Rawat Inap.
Kamar Perawatan.
Operasi/tindakan pembedahan (apabila diperlukan).
Pemeriksaan penunjang medis.
Obat-obatan.
C. Pemeriksaan/tindakan medis lainnya sesuai standar kelayakan untuk
kepentingan pengobatan PASIEN PIHAK KEDUA.

NG RN =

Pasal 5
(1) Hak PIHAK KEDUA;
a. mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan dari PIHAK PERTAMA;dan
b. mendapatkan daftar tarif pelayanan kesehatan terbaru yang berlaku
selama satu tahun kalender kerja.
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(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. menyerahkan data identitas calon PASIEN, yang akan diberikan fasilitas
pelayanan kesehatan oleh PIHAK PERTAMA, baik berupa data base
maupun surat jaminan dan surat pengantar ketika akan mendapatkan
pelayanan kesehatan;dan

b. pembayaran jasa pelayanan kesehatan kepada PIHAK PERTAMA sesuai
mekanisme pembayaran yang disepakati PARA PIHAK.

BAB VI
TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

Tarif Pelayanan Kesehatan pasien ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan tarif pelayanan kesehatan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
Apabila terdapat perubahan peraturan tarif layanan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PIHAK PERTAMA, maka proses
penyesuaian tarif tersebut wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada
PIHAK KEDUA, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja
sebelumnya kepada Pejabat PIHAK KEDUA.

BAB V
CARA PEMBAYARAN TAGIHAN

Pasal 7
PIHAK PERTAMA akan mengirimkan klaim tagihan setiap awal bulan
untuk tagihan bulan sebelumnya kepada PIHAK KEDUA.
Berkas pengajuan klaim tagihan sebagaimana dimaksud ayat (1) kemudian
diverifikasi oleh PIHAK KEDUA.
Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA paling lambat 15 (lima
belas) hari kerja, setelah PIHAK KEDUA menerima tagihan dari PIHAK
PERTAMA. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai langsung kepada
Bagian Keuangan RSUD Salatiga atau transfer dengan pemberitahuan
sebelumnya, melalui :

Nama Bank : Bank Jateng Cabang Salatiga
Cabang : Salatiga

Nomor Rekening : 1 033 000203

Atas Nama : RSUD Kota Salatiga

Jika dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak surat tagihan
pembayaran dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA tidak
segera melakukan pembayaran, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan
sanksi denda keterlambatan sebesar 1 %o (satu perseribu) untuk setiap
satu hari keterlambatan dengan batasan denda maksimum adalah sebesar
3 % (tiga persen) dari seluruh jumlah total tagihan.
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BAB VI
MASA BERLAKU PERJANJIAN

Pasal 8
Perjanjian ini dimulai sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan berlaku
selama 24 (dua puluh empat) bulan, sehingga akan berakhir pada tanggal
31 Desember 2020.
Pengakhiran secara lebih cepat maupun dihentikannya sementara
Perjanjian ini oleh salah satu PIHAK selama Perjanjian ini berlangsung,
maka PIHAK tersebut wajib untuk memberitahukan terlebih dahulu
kepada PIHAK lainnya minimal 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
Pengakhiran maupun penghentian sebagaimana Ayat (2) dianggap sah
apabila telah mendapat persetujuan dari PARA PIHAK.
Perjanjian ini akan dievaluasi tiap-tiap 3 (tiga) bulan sekali, dalam rangka
perbaikan progress kerjasama.

BAB VII
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Pasal 9

Setiap pemberitahuan, persetujuan, perubahan dan hal-hal lain yang terkait
dengan korespondensi dan komunikasi akan dinyatakan sah, dan wajib
ditujukan kepada :

RSUD SALATIGA

Nama Personal In-charge : Andi Santoso, S.Kom
Bagian/Departemen : Bagian Keuangan RSUD Kota Salatiga.
Nomor Hand Phone : 081326360999

Nomor Telepon - (0298) 324074
Alamat E-mail : sl salatiga@email.cos

PT. PANORAMA INDAH PERMAI

Nama Personal In-charge : Wiratmoko
Bagian/Departemen : Finance
Nomor Hand Phone : 08112617878

Nomor Telepon : (02
Alamat E-mail : Wi

08) 322266

BAB VIII
KONDISI DARURAT (FORCE MAJEUR)

Pasal 10

(1) Yang dimaksud Force Majeure dalam perjanjian kerja sama ini adalah

peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan Kedua belah pihak yang
berakibat dapat dipenuhinya perjanjian kerja sama ini. Peristiwa
dimaksud adalah : gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah
longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang,
pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijakan pemerintah /penguasa.
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(2)

(4)

Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka Pihak yang terhalang
untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak
lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya
peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis
paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya
peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat
yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure
tersebut.

Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-
baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur
dalam Perjanjian kerja sama ini segera setelah peristiwa Force Majeure
berakhir.

Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai
akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung
jawab pihak yang lain.

BAB IX
PEMUTUSAN KERJASAMA

Pasal 11

Apabila PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA tidak memenuhi
ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerjasama ini dan terjadi
pelanggaran terhadap clausal-clausal tersebut maka masing-masing
PIHAK yang dirugikan berhak untuk melakukan pemutusan hubungan
kerja dengan tanpa mengurangi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Sebelum dilakukan pemutusan hubungan kerja, maka pihak yang
berkepentingan wajib memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara
tertulis kepada pihak yang bersangkutan selambat-lambatnya 1 (satu)
bulan sebelum pemutusan hubungan kerja dilaksanakan.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12
Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau
pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Kerjasama ini kedua
belah pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah,;
Bilamana yang tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dapat diselesaikan
secara musyawarah, maka tentang perjanjian ini dan segala akibatnya,
kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan
tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga;
Selama proses penyelesaian perselisihan berlangsung kedua belah pihak
tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut isi perjanjian
Kerjasama ini.

Paraf Phk I | Paraf Phk II

72

74



BAB XI
LAIN-LAIN

Pasal 13

(1) Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perja‘.r}jian
Kerjasama ini berdasarkan kesepakatan Kedua Belah pihak akan diatur
lebih lanjut dan dituangkan dalam addendum yang merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini. .

(2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-
masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyal
kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani dan dibubuhi
stempel dinas dari kedua belah pihak;

(3) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan segala itikad baik untuk
dipatuhi dan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

BAB XII
PENUTUP

_ Pasal 14

Demikian Perjanjian ini ditandatangani pada tang al tersebut di atas,
bertempat di Tuntang-Kabupaten Semarang, oleh PARA PIHAK dibuat
rangkap dua, dengan dibubuhi materai secukupnya sehingga ’sah dan
berkekuatan pembuktian yang sama dan seimbang. |

o E%HKA%% KEDUA, PIHAK PERTAMA
e R UTAMA DIREKTUR UPT RSUD PADA
¥ RAMA INDAH PERMAI DINAS KESEHATAN KOTA SALATIGA t,r

N.DAVID SANTOSO PRASETYO dr. SRI PAMUJI EKO SUDARKO, M.Kes

NIP. 19650%27 200212 1 001

Saksi-Saksi :

1. RSUD KOTA SALATIGA : (—\\

LISTIYONO, S.kep.M.Kes ( oy, ¢ 4‘1’ h ba
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